
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

Pemerintah Indonesia merespon wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa 

oleh HT dengan menjadikan Isu wacana Khilafah Islamiyah yang dibawa oleh HT 

sebagai sebuah ancaman bagi negara. Sehingga dilakukan berbagai upaya untuk 

mencegah dan meminimalisir penyebarluasan wacana Khilafah Islamiyah yang 

dibawa oleh HT . Mulai dari dibentuknya Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, dilanjutkan dengan pencabutan badan hukum HTI 

sebagai Ormas oleh menkopolhukam. Selanjutnya persepsi ancaman negara yang 

disampaikan melalui para aktor negara melalui pidato-pidatonya terkait bahaya 

wacana Khilafah yang dibawa oleh organisasi Transnasional. 

Berdasarkan paparan diatas, konsep threat perceptions serta indikator 

persepsi ancaman milik Raymond Cohen sudah memperlihatkan bukti bahwa 

adanya bahaya yang dirasakan oleh pemerintah Indonesia terhadap wacana 

Khilafah yang dibawa HT sehingga mendorong pemerintah Indonesia 

mengeluarkan respon sebagai upaya pertahanan terhadap ancaman yang 

dirasakan.  

5.2 Saran  

Sampai saat ini, pembahasan mengenai Wacana khilafah Islamiyah masih 

menjadi isu global yang pembahasannya masih eksis dan ramai diperbincangkan. 

Wacana pendirian khilafah Islamiyah yang dibawa oleh organisasi transnasional 

merupakan isu Hubungan Internasional yang berada disekitar masyarakat yang 

belum banyak peneliti yang membuat penelitian tentang isu ini, Diperlukan lebih 
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banyak penelitian lagi terkait sistem khilafah yang ditawarkan serta dikatakan 

oleh HT sebagai sistem alternatif untuk menjadikan kepemimpinan dunia 

terhimpun dalam satu kepemimpinan global dan tidak terkotak-kotak didalam 

nations-state. Maka dari itu peneliti menyarankan untuk menggali dan 

menganalisis lebih dalam lagi mengenai fenomena penyebaran wacana Khilafah 

Islamiyah di Indonesia dengan pisau analisis yang lebih kompleks. Dengan 

demikian dapat dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik, solutif, dan 

praktis sehingga dapat digunakan sebagai input bagi para pembuat kebijakan. 

 

 


